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Abstract
The purpose of this study is to determine the basis for the consideration of the Panel of Judges in sentencing the perpetrator and to determine the application of criminal sanctions for perpetrators of sexual violence in the Fakfak District Court Decision Number 18/Pid.b/2023/PN FFK. This type of research is normative descriptive. The research data source uses secondary data. Data collection techniques using literature study. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results showed that the consideration of the Panel of Judges in reaching a verdict on the crime of sexual violence in Fakfak District Court Decision Number 18/Pid.b/2023/PN FFK consisted of juridical factors, namely, witness testimony, testimony of the defendant, instructions, consideration according to the law and consideration of mitigating and aggravating circumstances. The legal consequences of the decision of the Panel of Judges against the perpetrator of sexual violence in Fakfak District Court Decision Number 18/Pid.b/PN FFK are in the form of imprisonment for 12 (twelve) years. Law enforcement of sexual violence in Indonesia is not easy. There are so many cases of sexual violence that occur today or maybe in the future even though there are guarantees for everyone to get protection from sexual violence both in the form of physical and non-physical. The application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence has been regulated in law. Because in the applicable law, the criminal sanctions given to the perpetrators have several forms according to the criminal acts committed. 
Keyword :sexual violence, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, criminal sanctions
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK. Jenis penelitian ini adalah normatif bersifat deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK terdiri dari faktor yuridis yaitu, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, pertimbangan menurut hukumnya serta pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Akibat hukum dari putusan Majelis Hakim terhadap pelaku kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.b/PN FFK adalah berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara. Penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia tidaklah mudah. Banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini atau mungkin di kemudian hari meski sudah ada jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual baik berupa fisik maupun non fisik. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, sudah di atur dalam undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang di lakukan. 
Kata Kunci :Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Secara normatif, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang mangadakan dasar-dasar aturan yang mementukan perbuatan mana yang dilarang, tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut. Hukum pidana adalah sebagai hukum publik yang bertujuan mengatur interaksi masyarakat di dalam lingkungannya untuk mencapai keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam melindungi segenap warga negara dari adanya kekerasan seksual, melalui usulan dari KOMNAS Perempuan yang bermula dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS ) yang kemudian di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual yang yang diresmikan pada 9 Mei 2022. Undang- undang ini yang dimaksud adalah undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memuat terdiri atas 12 ( dua belas) Bab dan 92 Pasal yang memuat sejumlah terobosan hukum dan mengadopsi 6 (enam) elemen kunci penghapusan kekerasan seksual, yaitu tindak pidana kekerasan seksual, pemidanaan, hukum acara khusus, hak korban atas penanganan, pencegahan, dan pemantauan yang dilakukan oleh menteri.
 
Pengertian kekereasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi sesorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender,yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik yang termasuk menganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi " tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbutan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undng ini dan perbutan kekerasan seksual lainnya sebagaimna di atur sebagaimana dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini". Terciptanya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual merupakan tujuan utama Negara Indonesia dalam menciptakan keadaaan yang aman dan melindungi segenap warga negara dalam bentuk kekerasan seksual berbagai macam.

Undang Undang Dasar 1945 yang bersendikan azaz kedaulatan rakyat, telah mencerminkan dengan jelas mengenai suatu negara demokrasi. Bersumber langsung dari pancasila, kesejatian UUD 1945 sangat di tentukan oleh kearifan penafsiran suatu generasi. Oleh karenanya penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar pun harus di bedakan baik di masa lalu, masa kini, dan pada masa yang akan datang. Agar Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tidak menjadi alat kekuasaan yang di tentukan secara sepihak oleh penguasa
. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelaku kekerasan seksual yang mulai dari tingkat paling ringan hingga berat berupa perkosa. kekerasan seksual biasanya terjadi karena adanya kesengajaan dari pelaku dan pelaku juga merasa karena adanya peluang untuk melakukan kejahatan seksual, salah satu permasalahan lingkungan saat ini adalah aktivitas seksual yang akhir akhir ini nampaknya mengarah pada hal-hal yang negatif. selain kondisi psikologis pelaku pengaruh lingkungan yang kurang baik, bacaan pornografi, gambar porno, film porno, dan situs pornografi yang banyak beredar di masyarakat menjadi salah satu penyebab paling besar terjadinya kekerasan seksual.
Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Metode penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dengan yang disuluh, antara lain melalui kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu, sosialisasi undang- undang, pameran penyuluhan hukum, penyuluhan hukum keliling dan konsultasi hukum. Sedangkan metode penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media cetak dan media elektronik seperti penyuluhan hukum online, pentas panggung budaya hukum, talkshow / perbincangan di televisi dan talkshow / perbincangan di radio.
 Kasus yang saya ambil menyatakan terdakwa Hidayat Temongmere terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya, sebagaimana diatur dan diancan pidana melanggar pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Fak-Fak Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Fak-Fak Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK?
METODE

 Jenis penelitian yang di gunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. penulis menggunakan penelitian yang bersifar deskriptif yaitu memberikan data sedetail mungkin sebagai bahan dalam mengembngkan masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang bertujun untuk menghasilkan kesimpulan dan hasil yang mengarah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang di ambil melalui jurnal, ensiklopedia, pendapat para ahli dan buku-buku yang berkaitan dengan kekerasan seksual. pengumpulan data ini dengan cara menggunakan studi kepustakaan. teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisi data kualitatif.


Metode analisis yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganilsis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitaitf secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian di deskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan peebedaan pendapat menegenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari penegetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa bersifat khusus. Data kualitatif disini mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan penguraian terakhir diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Fak-Fak dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku


Sebelum memutusakan suatu perkara seorang hakim akan memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan para saksi ahli yang hadir, keterangan terdakwa hakim akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Dalam memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memeperhatikan syarat subjektif, yaitu adanya kesalaham, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocokan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. 

Ada beberapa alasan pertimbangan mengenai fakta hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan Negeri Fak-Fak diantaranya :

1. Keterangan para saksi
2. Barang bukti yang saat itu ada dalam peristiwa kejadian

3. Tedakwa merupakan seorang residivis
a. Pada tahun 2017 terbukti melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan hukuman 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, serta denda Rp. 100.000 dengan subsidair 4 (empat) bulan
b. Pada tahun 2021, terbukti melakukan penganiayaan yang sempat merobek baju perempuan dan menganiayanya, Hakim menyatakan bersalah dan terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. 

4. Pertimbangan hukum oleh hakim 

 Penuntut Umum menuntut Terdakwa berdasarkan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memeperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang;

2. Unsur dengan kekerasan dan ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat;

3. Unsur dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau manfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

2.  Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai putusan Hakim Pengadilan Negeri Fak-Fak
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

a. Dakwaan pertama

Bahwa ia terdakwa pada hari senin tanggal 06 februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari bertempat d kosan milik korban tepatnya di jalan teluzza Kab. Fak-Fak yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Fak-Fak yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan keududukan, wewenang, kepercayaan, perbawa, yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban.”
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 
b. Dakwaan kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari senin tanggal 06 februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari bertempat d kosan milik korban tepatnya di jalan teluzza Kab. Fak-Fak yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Fak-Fak yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memekasa seseorang wanita yaitu saksi korban bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”

Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

2. Tuntutan penuntut umum

Tuntutan Penunut Umum merupakan Penuntut Umum kepada Majleis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pidana melanggar pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3) Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan

4) Menetapkan barang bukti

3. Amar Putusan

Pengadilan Negeri Fak-Fak telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK tanggal 17 Juli 2023 yang dhadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

MENGADILI
1. Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya”sebagaimana diatur daan diancam pidana melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatuf pertama Penuntut Umum. 
2. Menjatuhkan pidaana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun 

3. Menetapkan masa penangkapan dan menahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnua dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual. 


Secara komperhensif, setelah melalui perjalanan yang panjang kini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi kabar baik bagi korban dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual yang diharapkan bisa menjadi pelindung bagi korban agar dapat memberikan hukuman kepada pelaku secara adil dan seberat-beratnya. Perlindungan kekerasan seksual terutama pada perempuan mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual guna memberikan efek jera serta mendorong langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial korban kekerasan seksual. Tanpa adanya peraturan yang tegas akan mengakibatkan adanya peningkatan sebagai pelaku kekerasan seksual begitu juga dengan mingkatnya korban kekerasan seksual, maka dari itu penting nya penegakan hukum yang tegas guna menekan terjadinya peristiwa yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar.
Dalam putusan Pengadilan Negeri Fak-fak Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK tanggal 17 Juli 2023 yang di mohonkan  dalam tuntutan Penutut Umum perihal “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan” namun dalam amar  putusan Pengadilan Negeri Fakfak oleh Majlis Hakim “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun penjara”. Pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, yang mana hakim telah mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.hal ini menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa Hidayat Temongmere lebih ringan daripada yang dituntutukan oleh Penutut Umum yang mana meminta Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwea berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK ada bebrapa alasan diantaranya, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa tidak dalam keadaan akal kurang sehat ( verstandelijke vermogens) sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan penyalahgunaan keududukan,wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang,penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, serta diatas dasari oleh unsur untuk mendapatkan keuntungan,atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu ysng ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Penerapan hukum terhadap tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Hidayat temongmere dalam Putusan Pengadilan Fakfak Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK dimana terdakwa Hidayat Temongmere secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban yang terjadi di tempat kos korban yang mengakibatkan luka fisik pada vagina korban dan gangguan mental yang diakibatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayat Temongmere pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN 


Yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFM yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani dan adanya unsur kekerasan yang dilakukan oleh Hidayat Temongmere sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan pelaku Hidayat Temongmere dijatuhi Hukuman berupa sanksi pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun penjara dan dan membebankan Terdakwa untuk membayar denda perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

B
erdasarkan hal tersebut menurut penulis,dalam putusan penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kurang tepat,karena kekerasan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa yag mengancam keselamatan,kesehatan dan kehiudpan masyarakat yang menyebabkan kergian secara materiil dan non meteriil yang berdampak pada fisik maupun psikis korban kekerasan seksual, maka dari itu dalam putusan yang djatuhkan kepada terdakwa harus seberat-beratnya agar menjadikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya. 
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